Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Implementas fatwa Dewan Syariah Nasional M |elis Ulama Indonesia
terhadap Badan Peny dm%?waM| nan Sosial PJS Kesehatan =
|mplementation of National Sharia Board of In oneﬂan Ulema Council
on Social Security Administrtaive Body (BPJS) for Health

Aviciena Zanjabil, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20514196& lokasi=lokal

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk
oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas
untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengel olaan BPJS Kesehatan dirasatidak sesuai dengan
syariat karena dalam pengel olaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut
diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS
Kesehatan belum sesuai dengan syariat |slam. Oleh karenaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek
apa sgayang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana
caranya agar dapat sesuai. M etode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik
pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan
mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis
analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan carareduks data, penyajian data dan penarikan
kesmpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (Ilima)
pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep
dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas K esehatan), pengel olaan iuran dan denda,
pengel olaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS
Kesehatan agar sesual dengan syariat |slam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan
juga pola aur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima)
pembahasan tidak sesual dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya
berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI sgja. Ini merupakan penelitan pertamayang
memberikan alternatif pengel olaan BPJS K esehatan secara syariah selain membahas tentang
ketidaksyariahannya.

...... Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the
Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However,
the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still
riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by afatwaissued by DSN-MUI stating that Health
BPJSis not subject to Islamic shariayet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by
Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used
was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis
technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In
the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and
drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on
the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic
concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund
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management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJSto
adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational
practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not
corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on
the fatwaissued by DSN-MUI. Thisisthefirst study providing alternative to the management of Health
BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia.



